TESIS

PENDAFTARAN HAK PAKAI DENGAN JANGKA WAKTU
ATAS NAMA PEMERINTAH DESA DI ATAS TANAH HAK
MILIK KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
DAN KADIPATEN PAKUALAMAN

Diajukan Oleh :

Latif Surya Rahmadan
NIM. 2220216310070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024



PENDAFTARAN HAK PAKAI DENGAN JANGKA WAKTU ATAS NAMA
PEMERINTAH DESA DI ATAS TANAH HAK MILIK KASULTANAN
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN KADIPATEN PAKUALAMAN

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :
Latif Surya Rahmadan
2220216310070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024

ii



Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal ..................

PEMBIMBING

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui
Koordinator Program Studi
Magister tarigtan

Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002

Diketahui oleh
. Dekap Fakultas Hukum
; " \e\\_‘g‘-;u_”‘
;c-’ ‘. \ y 'l.‘\‘\\}
‘ ...’ )
\ -

\" “Prof.Di/Achiad Faishal, SH., M.H.
N\ NP 19750615 200312 1001

il



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIM
Program Studi

Judul Tesis

Latif Surya Rahmadan, S.H.

2220216310070

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

PENDAFTARAN HAK PAKAI DENGAN JANGKA
WAKTU ATAS NAMA PEMERINTAH DESA DI ATAS
TANAH HAK MILIK KASULTANAN
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN KADIPATEN
PAKUALAMAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas

dari unsur plagiatisme.

2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil
karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan

tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024
Yang membuat Pernyataan

Latif Surya Rahmadan, S.H.

v



KEMENTERIAN/PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Rt

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI
NOMOR : 241/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Latif Surya Rahmadan

Dengan Judul Tesis :
Pendaftaran Hak Pakai Dengan Jangka Waktu Atas Nama Pemerintah Desa
di Atas Tanah Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi < 20%, dan
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 08 Juli 2024

: \ ang Biyatmoko, M.Si.
96805071993031020




RINGKASAN

PENDAFTARAN HAK PAKAI DENGAN JANGKA WAKTU ATAS NAMA
PEMERINTAH DESA DI ATAS TANAH HAK MILIK KASULTANAN
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN KADIPATEN PAKUALAMAN

Oleh :
Latif Surya Rahmadan!, Erlina?

Kegiatan pendaftaran tanah aset desa sangat menuntut adanya jaminan
kepastian hukum. Salah satu persoalan penting terkait dengan kepastian hukum
tersebut adalah mengenai jenis hak pakai atas tanah aset desa yang akan di diberikan
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai perbedaan pengaturan
antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tanah aset pemerintah
desa yang bersumber dari Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan di daftarkan
dengan Hak Pakai di atas tanah Hak Milik Kesultanah dan Hak Milik Kadipaten
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf ¢ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten jo. Pasal 11 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Ketentuan ini berbeda
dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf ¢ jo. Pasal 51 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dimana jenis hak pakai untuk subjek
hak pemerintah desa adalah hak pakai selama dipergunakan dengan objek hak
adalah hak pakai di atas tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Pengaturan atas
pendaftaran hak pakai dengan subjek hak pemerintah desa yang berbeda
menimbulkan ruang potensi sengketa di kemudian hari, pada asasnya peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Suatu norma berlaku karena didasarkan atas norma yang lebih tinggi, dan demikian
seterusnya sampai ke norma yang paling tinggi yaitu grundnorm. peraturan yang

lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih rendah, apabila terjadi
konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pertentangan
peraturan terkait pendaftaran hak pakai dengan jangka waktu atas nama pemerintah
desa di atas tanah hak milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten
Pakualaman, serta menganalisis akibat hukum pendaftaran hak pakai dengan jangka
waktu atas nama pemerintah desa di atas tanah hak milik Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sinkronisasi hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah, sifat penelitiannya adalah
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perspektif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan
teknis analisis bahan hukum silogisme deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Bahwa terdapat pertentangan peraturan secara vertikal dalam hal
kaitannya dengan teknis pendaftaran hak pakai dengan jangka waktu di
atas tanah milik Kasultanah dan/atau Kadipaten. Demikian karena
dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan teori jenjang
norma atau stufenbau des recht theorie dari Hans Kelsen peraturan
daerah provinsi berada di bawah peraturan pemerintah.

Bahwa akibat hukum yang akan timbul dengan diterbitkannya hak pakai
dengan jangka waktu di atas tanah hak milik Kasultanan dan Kadipaten
yang pertama akan mengakibatkan hapusnya hak pakai dengan jangka
waktu atas nama pemerintah desa yang diterbitkan di atas hak milik
Kasultanan dan Kadipaten karena subjek hak atas hak pakai dengan
jangka waktu tidak lagi memenuhi syarat dan Akta PPAT sebagai dasar
pemberian hak pakai kepada pemerintah desa akan ditolak oleh kantor
Pertanahan karena subyek hak yang akan diberikan Hak pakai dengan
jangka waktu di atas tanah milik Kasultanan dan Kadipaten tidak sesuai
peraturan perundang-undangan terkait tenis pendaftaran tanah.
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ABSTRAK
Oleh :
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Kata Kunci : Pendaftaran Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Tanah Desa, Hak
Pakai, Pertentangan Peraturan, Kasultanan dan Kadipaten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pertentangan
peraturan terkait pendaftaran hak pakai dengan jangka waktu atas nama
pemerintah desa di atas tanah hak milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
dan Kadipaten Pakualaman serta menganalisis akibat hukum pendaftaran hak
pakai dengan jangka waktu atas nama pemerintah desa di atas tanah hak milik
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sinkronisasi hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah, sifat penelitiannya adalah
perspektif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan
teknis analisis bahan hukum silogisme deduktif.

Hasil penelitian Pertama: terdapat pertentangan peraturan secara vertikal
terkait teknis pendaftaran hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah milik
Kasultanan dan/atau Kadipaten. Dapat dilihat dari tata urutan peraturan perundang-
undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan teori jenjang norma dimana peraturan daerah
provinsi berada di bawah peraturan pemerintah. Kedua: akibat hukum yang akan
timbul dengan diterbitkannya hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak
milik Kasultanan dan Kadipaten adalah akan mengakibatkan hapusnya hak pakai
dengan jangka waktu atas nama pemerintah desa yang di terbitkan di atas hak milik
Kasultanan dan Kadipaten karena subjek hak atas hak pakai dengan jangka waktu
tidak lagi memenuhi syarat serta akta PPAT sebagai dasar pemberian hak pakai
kepada pemerintah desa tidak dapat didaftarkan karena subyek hak yang akan
diberikan hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah milik Kasultanan dan
Kadipaten tidak sesuai aturan teknis pendaftaran tanah.
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